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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak
dilambangkan
Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
xi
ش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ )
xii
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah A A
ِا Kasrah I I
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i
 َو fatḥah dan wau Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
xiii
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf  dan
tanda
Nama
 َي… /  َا …. Fatḥah dan alif atau
yā̓̓
Ā a dan garis di
atas
ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di
atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di
atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
xiv
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ﺎﻨﺑر : rabbanā
ﻨﯿﺠﻧﺎ : najjainā
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq
ﻢﻌﻧ : nu”ima
xv
وﺪﻋ : ‘duwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﻟ ﺰﻟاﺰﻟاﺔ : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
xvi
Contoh :
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna
عﻮﻨﻟا : al-nau’
ءﻲﺷ : syai’un
تﺮﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
xvii
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,
DP, CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḋalāl
xviii
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,
Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
NAMA : ERNA
NIM : 10400113113
JUDUL SKRIPSI :AKTIVITAS SIMPAN PINJAM DI KOPERASI TELAAH
FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO.17
TAHUN 2012 (Studi Di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-
Jeneponto).
Skripsi ini berjudul  Aktivitas Simpan Pinjam  di Koperasi Telaah Fikih
Mauamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012. (Studi di Koperasi Berkat Jl.
Poros Takalar-Jeneponto).  Beberapa sub masalah meliputi; 1) Bagaimana pandangan
fikih muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 terhadap simpan pinjam
dalam koperasi. 2) Bagaimanakah sistem pinjaman di Koperasi Berkat menurut fikih
muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012. 3) Bagaimanakah Sistem Bagi
Hasil di Koperasi Berkat Menurut fikih muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun
2012.
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif lapangan, Dalam metode
pengumpulan data, menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data
sekunder, sumber data primer meliputi 3 informan yaitu kepala dan kasir cabang
pembantu koperasi Berkat serta salah satu nasabah di Koperasi Berkat. Sumber data
sekunder berupa lieratur buku-buku yang dijadikan reverensi. Kemudian setelah data
terkumpul lalu diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis metode
deduktif.
Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan fikih muamalah,
Simpan pinjam atau Hutang piutang  adalah suatu aktivitas yang tidak dilarang dalam
Islam, atau dengan kata lain bahwa Islam memperbolehkan untuk melakukan hutang
piutang tersebut, namun dengan syarat bahwa pihak peminjam diwajibkan untuk
membayar sesuai dengan perjanjian dan melunasinya tepat waktu. Adapun
pembagian sisa hasil usaha yang dimaksudkan dalam koperasi, menurut hukum islam
jika terjadi sebuah akad dan dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan
atau terzalimi, maka hal tersebut hukumnya mubah. Sedangkan berdasarkan Undang-
Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pada pasal 1 ayat (12) dapat
disimpulkan bahwa pengambilan uang adaministrasi dan penambahan bunga pada
saat peminjaman adalah sah dan boleh dilakukan dalam perkoperasian dengan alasan
bahwa dari uang administrasi dan bunga yang diambil dari peminjaman tersebut akan
dibagi kembali kepada anggota koperasi itu sendiri.
Implikasi dari penelitian ini, 1)koperasi seharusnya lebih berperan aktif
dalam segala aktivitasnya terlebih dalam mewujudkan tujuan koperasi itu sendiri
yaitu untuk mensejahterahkan kehidupan anggotanya. 2) Hendaknya koperasi Berkat
melakukan pembentukan unit usaha lainnya, jadi tidak hanya berfokus pada satu
aktivitas saja yaitu simpan pinjam, agar koperasi bisa meminimalisir bunga yang
diberikan supaya lebih bagus dan semakin berkembang. 3) Baiknya Seluruh  badan
koperasi tidak hanya berfokus pada koperasi Berkat, namun secara keseluruhan
hendaknya dalam segala sistem kerjanya turut menyertakan hukum Islam didalanya
agar kita terhindar dari riba yang diharamkan oleh Islam.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah mahluk sosial (Zoon Politicon) yang dalam hidup dan
kehidupannya selalu membutuhkan orang lain agar segala sesuatu yang diinginkan
dapat tercapai, sehingga hubungan seseorang dengan orang lain, suatu kelompok
dengan kelompok lain, suatu golongan dengan golongan lain tidak dapat dihindarkan
sudah menjadi kebutuhan.1
Kebutuhan manusia seiring dengan perkembangan zaman sangat meningkat,
sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan  hidup sekarang sangat mahal, hingga
terkadang manusia sebagai pelaku ekonomi berfikir keras bagaimana cara agar bisa
tetap menyambung hidupnya. Pada zaman dahulu jika seseorang memerlukan atau
membutuhkan uang, maka dia akan meminjam kepada orang-orang yang
dianggapnya mampu untuk memberinya pinjaman, namun saat ini masyarakat sudah
dimudahkan dengan hadirnya koperasi yang dianggap dapat menjadi mitra sebuah
daerah dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat.
Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat menjadi
alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan alat pendemokrasian ekonomi
yang pada gilirannya akan menghantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan
lahir dan batin seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Pembangunan koperasi dengan demikian menjadi bagian tidak terpisahkan dari
1 R.Abdul Djamil, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 1.
2pembangunan nasional, dalam arti menjadi bagian penting dari usaha membangun
manusia seutuhnya.
Salah satu koperasi yang sering di dirikan disebuah daerah adalah koperasi
simpan pinjam. Sebagian orang mendefinisikan koperasi simpan pinjam (KSP) adalah
sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib
para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan
kepada anggota koperasi itu sendiri maupun kepada orang lain yang bukan termasuk
anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang baik untuk keperluan komsumtif
maupun modal kerja. Bagi setiap peminjam, koperasi simpan pinjam menarik uang
administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.
Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang
berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU)
dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh
masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota yang
meminjam uang dari koperasi. Maksudnya, anggota yang paling sering meminjamkan
uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak
diperhitungkan dari jumlah simpanannya, Karena pada umumnya jumlah simpanan
pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.
Koperasi Simpan Pinjam bertujuan agar orang bisa meminjam dan
menyimpan uang di koperasi. Sehingga tidak tepat, jika kemudian koperasi tersebut
dijadikan sebagai sumber investasi dan mengambil keuntungan dari aktifitas tersebut.
Karena dalam Islam, kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan akad.
3Al-qardh yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk
mencari keuntungan.2 Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Q.S Al-Maidah: 5/2.
                       
     3
Terjemahnya :
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
Berdasarkan pada ayat al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong
menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan di anjurkan oleh Allah swt.
Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan saling
menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah
salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih).4
Permasalahan yang paling mendasar adalah keuntungan yang diperoleh
koperasi simpan pinjam pada akhir tahun yang berasal dari uang administrasi tersebut
yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi.Yang
dikritisi di dalam sisa hasil usaha koperasi tersebut apakah terdapat unsur riba yang
diharamkan dalam Islam karena adanya penarikan uang administrasi yang di tetapkan
sekian persen tergantung dari uang pinjaman nasabah.
2Ahmad Zain An Najah, ”Hukum Koperasi simpan Pinjam”,
http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/274/hukum-koperasi-simpan-pinjam/ ( 22 Juli 2016).
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang; PT. Karya Toha Putra),
H.141
4 Hendi Suhendi, “fiqh Muamalah” (Cet.8; Jakarta; Rajawali Pers,2013), h.295
4B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari pokok
permasalahan. Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada aktivitas
simpan pinjam di koperasi telaah fikih muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun
2012 (Studi di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-Jeneponto).
2. Deskripsi Fokus
Berdasarkan pada fokus penelitian dari uraian sebelumnya, maka dapat
dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini,
terhadap aktivitas simpan pinjam di koperasi telaah fikih muamalah dan undang-
undang No.17 Tahun 2012 (Studi di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-Jeneponto).
a) Aktivitas adalah kegiatan, kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan
dalam tiap bagian didalam perusahaan.5
b) Simpan
Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012, simpan adalah sejumlah uang yang
disimpan oleh anggota kepada koperasi dengan memperoleh jasa dari koperasi
sesuai dengan perjanjian.6
c) pinjam
Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012, pinjam adalah penyediaan dana oleh
koperasi kepada anggota berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam
untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Http://Pusatbahasa.Diknas.Go.Id/Kbbi/ (diakses
tanggal 20 september 2016).
6 Lihat Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
5d) Koperasi
Koperasi berasal dari kata cooperation, yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan
menurut istilah koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para
anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya
dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.
e) Fikih muamalah
Fikih muamalah yang dalam istilah khusus hukum islam disebut sebagai fikih7
yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat.
f) Undang-Undang
Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemintah
(mentri, badan eksekutif dan sebagainya), diseahkan oleh parlemen (dewan
perwakilan rakyat, badan legislatif dan sebagainya), ditanda tangani oleh kepala
negara (presiden, kepala pemerintah) dan mempunyai kekuatan mengikat.8
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar  belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini
adalah “Bagaimana Aktifitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah dan
Undang-Undang No.17 Tahun 2012 (Studi di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-
Jeneponto.)?”. Untuk memudahkan pembahasanya, maka penulis merumuskan dalam
beberapa sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan fikih muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun
2012 terhadap simpan pinjam dalam koperasi?
7 Fikih secara bahasa artinya ‘pengetahuan’ dan ‘kecakapan’ tentang sesuatu. Secara istilah
fikih berarti “pengetahuan tentang hukum-hukum (al-ahkam) syara’ yang berkenaan amal perbuatan
manusia beserta dalil-dalilnya, Baca Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal fi fikh al-‘Am, Dar al-Fikr,
1967, I, h.54.
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III http://Pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/ diakses
tanggal 20 september 2016).
62. Bagaimanakah sistem pinjaman di Koperasi Berkat Menurut fikih muamalah
dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012?
3. Bagaimanakah Sistem Bagi Hasil di Koperasi Berkat Menurut fikih muamalah
dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012?
D. Kajian Pustaka
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan
penelitian dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa karya tulis
ilmiah yang telah dilakukan terdahulu, baik dalam bentuk buku, tesis, skripsi, jurnal
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang diantaranya sebagai
berikut :
1. Aziz Rustandi (2012) menulis tentang “Pengaruh Pendapatan Koperasi
Mahasiswa Terhadap Kesejahteraan Anggota ditinjau dari Ekonomi Islam
(Studi di Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN “SMH”  Banten)” dari hasil
penelitiannya, bahwa koperasi Al-hikmah ini lebih mementingkan
kesejahteraan anggota dari pada keuntungan, itu terbukti dengan harga
penjualan di koperasi Al-hikmah lebih murah dibandingkan dengan pedagang
yang lain, selain itu pinjaman dan bagi hasil yang ditawarkan tidak terlalu
sulit sehingga anggota bisa pinjam dengan mudah.9
2. Ahmad Saebani (2016) menulis tentang “Peran Koperasi Simpan Pinjam
Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat” hasil penelitiannya, dalam
ekonomi islam konsep utama yang dijalankan menggunakan akad syirkah
Mufadhoh yakni usaha yang didirikan bersama oleh dua orang atau lebih,
9 http://siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28/skripsi/skripsi/koperasi/ (diakses pada tanggal
03 maret 2017).
7masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja
dengan bobot yang sama.10
3. Mohammad Raid Qais Munthasir (2011) menulis tentang “sistem pinjaman
dalam koperasi (studi di koperasi universitas islam negeri maulana malik
ibrahim malang dalam perspektif hukum islam)” hasil penelitiannya, tersebut
dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu: tujuan
pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman  dan prosedur pengembalian
pinjaman. Adapun sistem pinjaman di KPRI universitas islam negeri maulana
malik ibrahim malang dilaksanakan dalam perspektif hukum islam merupakan
hal yang tidak boleh atau dilarang dengan alasan bahwa sistem yang
diterapkan masih ada yang bertentangan dari prinsip syari’ah. Pengembalian
infaq 1% dari prosentase besarnya pinjaman saat pengembalian uang
pinjaman termasuk bentuk riba karena mengsyaratkan kepada peminjam
untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.11
4. Sumiyati menulis tentang “Peranan Koperasi Kumbang Jaya dalam
Memberdayakan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi
Islam di Desa Sido Makmur SP 2 Kecamatan Air Kumbang Kabupaten
Banyuasin 2013-2014” dari hasil penelitiannya, koperasi kumbang jaya
mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membantu perekonomian
anggota koperasi. Peran itu dalam memberikan pinjaman yang dirasa sangat
membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat
10 http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1138/ (diakses pada tanggal 03 maret 2017)
11 http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/114-skripsi-hukum-bisnis-syariah/487-sistem-
pinjaman-dalam-koperasi-studi-di-koperasi-universitas-islam-negeri-maulana-malik-ibrahim-malang-
dalam-perspektif-hukum-islam (diakses pada tanggal 04 maret 2017)
8konsumtif seperti untuk biaa berobat, biaya pendidikan anaknya, biaya
memperbaiki rumah, biaya pernikahan dan biaya untuk membayar hutang
kepada orang lain. Sedangkan yang bersifat produktif, seperti untuk biaya
penambahan modal usaha.12
5. Ahmad Kusyairi (2014) menulis tentang “Peranan KUD Argopuro dalam
Mengembangkan Masyarakat Bermi di Kecamatan  Krucil Kabupaten
Purbilinggo”. Tulisan ini menjelaskan bahwa KUD Argopuro ini membantu
perekonomian masyarakat disekitar yang bermata pencaharian petani. KUD
Argopuro ini  memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pinjaman sapi
pera namun dengan catatan bahwa susu yang dihasilkan sapi disetor kembali
pada Argopuro, selain masyarakat juga memperoleh limbah kotoran sapi yang
dijadikan pupuk organik untuk lahan pertaniannya, limbah kotoran sapi selain
dimanfaatkan sebagai pupuk juga dimanfaatkan sebagai biogas oleh
masyarakat.13
Adapun perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu,
penelitian yang ditulis oleh kelima penelitian diatas, Pengaruh Pendapatan Koperasi
Mahasiswa Terhadap Kesejahteraan Anggota ditinjau dari Ekonomi Islam, Peran
Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, sistem
pinjaman dalam koperasi, Peranan Koperasi Kumbang Jaya dalam Memberdayakan
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam dan Peranan KUD
Argopuro dalam Mengembangkan Masyarakat, sedangkan dalam kajian ini, penulis
akan meneliti tentang Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah
12 http://eprints.radenfatah.ac.id/139/ (diakses pada tanggal 04 maret 2017)
13 http://repository.unej.ac.id/bitsream/handle/123456789/56253/ahmad%20kusyairi%20-
%20080910301007-1pdf?sequence=1 (diakses pada tanggal 04 maret 2017).
9dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 (Studi di Koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-
Jeneponto).
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun
2012. terhadap simpan pinjam dalam koperasi.
b. Untuk mengetahui sistem pinjaman di Koperasi Berkat Berdasarkan fikih
muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012.
c. Untuk mengetahui sistem bagi hasil di Koperasi Berkat Berdasarkan fikih
muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012.
2. Kegunaan Penelitian
a. Dengan adanya skripsi ini Semoga dapat menjadi bahan referensi dalam
menunjang penelitian selanjutnya yang mungkin cakupannya lebih luas lagi.
b. Bagi penulis sendiri bermanfaat sebagai penambah wawasan ataupun pengetahuan
mengenai koperasi dan pembagian sistem bagi hasilnya.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjaun Umum Tentang Koperasi
1. Pengertian Koperasi
Koperasi berasal dari kata cooperation, yang berarti adalah kerja sama.
Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu
perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan
bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.
Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu
perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.1
Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah (persekutuan
tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang
satu pihak menyediakan modal usaha atas dasar profit sharring (membagi untung)
menurut perjanjian.2
Koperasi berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 adalah badan
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
1 Hendi suhendi, fiqh muamalah II, (PT. RajaGrafindo persada, 2010), h. 291 dalam Sumiyati,
Peranan Koperasi Kumbang Jaya Dalam Memberdayakan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
Menurut Ekonomi Islam, Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2013), h. 27.
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h.289
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menurut Arifinal Chaniago sebagaimana yang tertuang dalam tulisan di media
online bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau
badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar,
dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi
kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.3
pinjaman (Ariyah) berasal dari kata at-ta’wur yaitu ganti mengganti
pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun ariyah secara memberikan manfaat
sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak
zatnya, agar dapat dikembalikan lagi zat barang tersebut. setiap yang mungkin
dikembalikan manfaatnya dengan tidak merusak zak barang itu, boleh dipinjam atau
dipinjamkan.4
Persekutuan dalam koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang
dianjurkan oleh syara’, karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan
dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan itu
digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara’.
Didalam salah satu hadis sebagaimana yang dikutip dari sebuah buku yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik ra. Berkata
bahwa Rasulullah saw. Bersabda:
3Rizachnial, Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli,
http://rizachnial.blogspot.com/2014/11/defenisi-koperasi-menurut-para -ahli.html (diakses 27 oktober
2016).
4 Muhammad darwin, sistem pinjaman dengan jaminan pada koperasi berkat kito di sungai
lilin dalam perspektif ekonomi islam, skripsi (makassar: PPS. UIN Alauddin, 2015), h.18
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ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٌدﱠﺪَﺴُﻣﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٌﺮَِﻤﺘْﻌُﻣ ْﻦَﻋ ٍﺪْﯿَﻤُﺣ ْﻦَﻋ ٍﺲََﻧأ َﻲِﺿَر ُ ﱠ ُﮫْﻨَﻋ َلﺎَﻗ َلﺎَﻗ ُلﻮُﺳَر ِ ﱠﻰﱠﻠَﺻ
 ُ ﱠ ِﮫَْﯿﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ْﺮُﺼْﻧا َكﺎََﺧأﺎًﻤِﻟﺎَظ َْوأﺎًﻣُﻮﻠْﻈَﻣاُﻮﻟﺎَﻗﺎَﯾ َلﻮُﺳَر ِ ﱠَاﺬَھ ُهُﺮُﺼْﻨَﻧﺎًﻣُﻮﻠْﻈَﻣ
 َﻒْﯿََﻜﻓ ُهُﺮُﺼَْﻨﻧﺎًﻤِﻟﺎَظ َلﺎَﻗ ُﺬُْﺧَﺄﺗ َقْﻮَﻓ ِﮫَْﯾﺪَﯾ5
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami
Mu'tamir dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang berbuat
zhalim (aniaya) dan yang dizhalimi". Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah,
jelas kami faham menolong orang yang dizhalimi tapi bagaimana kami harus.
menolong orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda: "Pegang tangannya
(agar tidak berbuat zhalim) ".
Hadis tersebut dapat dipahami lebih luas, maka dapat dipahami bahwa umat
islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin)
dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang yang kaya jangan sampai
menghisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga,
menimbung barang, membungakan uang dan dengan cara yang lain-lainnya.6
2. Landasan koperasi
a. Landasan idiil
Yang dimaksud dengan landasan idiil adalah dasar atau landasan yang
digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan
sekolompok orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan
koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD
1945 bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam usaha mencapai
cita-cita tersebut, koperasi berlandaskan pancasila, atau dengan kata lain landasan
idiil koperasi adalah pancasila.
Dibawah ini tiap sila akan diuraikan secara berturut-turut sebagai berikut:
5 Abu Ahmad as Sidokare, Kitab Sahih Bukhari, dalam Hadis Pustaka Pribadi [CD ROOM],
2009, hadis no. 2264.
6 Hendi suhendi, fiqh muamalah, h.198
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1. Ketuhanan yang maha Esa.
Penerapan ketuhanan yang maha Esa pada koperasi di antaranya adalah:
a) Keanggotaan koperasi terbuka untuk semua penganut agama, dan tiap anggota
wajib menghormati agama yang dianut oleh orang lain.
b) Koperasi mementingkan unsur kejujuran.
c) Koperasi menentang praktek riba, korupsi, pemeran pihak yang lemah dan lain-
lain perbuatan yang dikutuk oleh tuhan.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Penerapan sila ini dalam koperasi adalah bahwa koperasi berlaku asas
kekeluargaan. Koperasi tidak membeda-bedakankedudukan sosial anggotanya, semua
berhak mendapat perlakuan yang sama atau seadil-adilnya.
3. Persatuan indonesia
Penerapan sila ini dalam koperasi tercermin dalam asas dan sendi dasar yang
tidak mengenal perbedaan agama, aliran politik dan suku bangsa.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kbijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
Dari sila ini, dibagi menjadi beberapa penggalan kata yaitu kerakyatan atau
demokrasi. Demokrasi berasal dari kata “demos” yang artinya rakyat, dan “cratein”
artinya kekuasaan ditangan rakyat. Sehingga dari sila ini dapat disimpulkan bahwa
didalam perkumpulan koperasi demokrasi pancasila,  yang  memegang kekuasaan
tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Dan dari rapat anggota inilah dipilih
seorang pengurus yang bertugas bertanggng jawab kepada rapat anggota jika
sewaktu-waktu timbul perselisihan, selalu diusahan pemecahan melalui musyawarah.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
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Pelaksanaan sila ini dalam koperasi antara lain:
a) Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggota, tetapi juga untuk
kepentingan masyarakat sekitarnya.
b) Kalau koperasi mendapat sisa hasil usaha atau keuntungan, sebagian dicadangkan
untuk dana sosial dn dana pembangunan masyarakat sekitar.
c) Bagian sisa hasil untuk anggota tidak dibagi sama rata, tetapi dibagi atas dasar
besarnya jasa yang telah disumbangkan oleh masing-masing anggota.
b. Landasan strukturil
Yang dimaksud dengan landasan strukturil dalam koperasi adalah tempat
berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Yang dimaksud disini bahwa
landasan strukturil koperasi tidak lain adalah UUD 1945 landasan geraknya adalah
pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas azas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi,
karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun
perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang
mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.
c. Landasan mental
Mental yang baik dapat dilihat dari sikap atau tingkah laku yang
mencerminkan isi hati dan buah fikiran seseorang. Dari sikap atau tingkah lakunya,
seseorang dapat dikatakan jujur,teliti,rajin, ramah tamah, sabar dan sebagainya.
Tanpa mengurangi sifat-sifat yang baik tersebut, yang menjadi landasan
mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Setia kawan
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merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan
kesadaran berpribadi berarti mempunyai harga diri atau percaya kepada diri sendiri.7
3. Jenis-jenis koperasi
Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan  koperasi maka jenis koperasi di
dasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi masyarakat.
Berikut ini adalah beberapa jenis koperasi:
a. Koperasi konsumsi
Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi penyediaan barang yang diperlukan
setiap hari. Misalnya bahan pangan. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggota-
anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan
harga yang terjangkau.
b. Koperasi kredit ( koperasi simpan pinjam)
Koperasi kredit adalah koperasi yang memberikan kesempatan kepada
anggota-anggotanya  untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan
bunga yang ringan. Adapun pemberian pinjaman terhadap anggota yang
membutuhkan, modal tersebut berasal dari simpanan anggota yang lain. Maka dari itu
koperasi kredit lebih tepat dikatakan sebagai koperasi simpan pinjam.
c. Koperasi produksi
Koperasi poduksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan
ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi
sebagai organisasi maupun anggota koperasi.
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pengetahuan Perkoperasian (Jakarta; PN Balai
Pustaka, 1981), h.36-38
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d. Koperasi jasa
Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa
tertentu bagi para anggota koperasi maupun masyarakat umum.
e. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa
Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang terdiri dari anggota yang
berasal dari beberapa desa yang di satukan, Dengan harapan agar tercipta suatu
wilayah yang memiliki potensi ekonomi.8
4. Syarat-syarat pendirian koperasi
Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan
berdasarkan hukum. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha
yang dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Dilakukan dengan akta notaris
b. Disahkan oleh pemerintah
c. Didaftarkan di pengadilan negeri
d. Diumumkan dalam berita negara.
Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi
bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi, dan
pimpinan koperasi adalah yang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.9
Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi indonesia mengandung 5 unsur
sebagai berikut:
1. Koperasi adalah badan usaha (Business Enterprise)
8 Hendroyogi, koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
persada,.2003), h.19-27.
9 Fuad  Mohd. Fahruddin, Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi (Bandung;
PT. Alma’arif, 1985), h.168.
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Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan
elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal
bekerja tanpa memperoleh laba.
2. Koperasi adalah kumpulan orang dan atau badan-badan hukum koperasi. Ini
berarti, koperasi indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, Undang-
Undang No.17 Tahun 2012 pada pasal 7, memberikan jumlah minimal orang-
orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20
orang) perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau
anggota sebagai modal awal koperasi untuk koperasi primer, dan 3 Badan
Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi
adalah bahwa anggota-anggota koperasi tersebut mempunyai kepentingan
ekonomi yang sama.
3. Koperasi indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip
koperasi”. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012, prinsip koperasi
indonesia yang terdapat dalam pasal 6 dan akan diuraikan Secara singkat,
sebagai berikut:
1. Koperasi melaksanakan prinsip yang meliputi:
a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas,
pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat
tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi,
dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional,
regional dan internasional
g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan
masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber
inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha
koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
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4. Koperasi indonesia adalah “ gerakan ekonomi rakyat”
Ini berarti bahwa koperasi indonesia merupakan bagian dari sistem
perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak
semata-mata hanya ditujuakan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat
umum.
5. Koperasii indonesia “ berazaskan kekeluargaan”
Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi
dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil
seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas
kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih
dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.
5. Asas, Tujuan dan Nilai koperasi.
pasal 3
Koperasi berlandaskan atas asas kekeluargaan.
pasal 4
Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
Pasal 5
1. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:
a. Kekeluargaan
b. Menolong diri sendiri
c. Bertanggung jawab.
d. Demokrasi
e. Persamaan
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f. Berkeadilan
g. Kemandirian
2. Nilai yang diyakini Anggota koperasi10
a. Kejujuran
b. Keterbukaan
c. Tanggung jawab
d. Kepedulian terhadap orang lain.
B. Koperasi Simpan Pinjam
Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan  koperasi maka jenis koperasi di
dasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi masyarakat dan salah satunya
adalah koperasi simpan pinjam (koperasi kredit).
Koperasi kredit dalam fikih islam menggunakan istilah gadai. Gadai adalah
Al-Rahn. Al-Rahn adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan
(agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhum, pihak yang
menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang yang menerima jaminan
disebut murtahin.
Pandangan fuqaha tentang kebolehan akad gadai didasarkan pada keterangan
Al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah: 2/283, antara lain sebagai berikut:
                       
                     
        11
10 Lihat Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, h. 3-4.
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil
Quran),h.49
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Terjemahnya:
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Mengenai al-marhun (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang) pada
prinsipnya seluruh fuqaha sepakat bahwasahnya setiap harta benda (al-mal) yang sah
diperjual- belikan sah pula sebagai jaminan utang.12 Bahkan menurut fuqaha’
malikiyah piutang terhadap pihak ketiga dapat dijadikan sebagai jaminan utang
kepada pihak kedua.
Menurut fuqaha jumhur bahwa akad al-rahn harus disertai penyerahan barang
jaminan. Karena itu menurut mereka piutang dan harta bersama tidak sah dijadikan
jaminan, kecuali ada persetujuan dari sekutunya.
Menjaminkan barang-barangyang tidak mengandung resiko biaya perawatan
dan juga tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadikan bukti pemilikan. Bukan
barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini sepertinya lebih baik untuk
menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan
manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah.
Pihak yang berhutang menjaga amanah atas pelunas hutang, sedangkan pihak
pemegang gadai bersikap amanah terhadap barang yang dipercayakan sebagai
jaminan.13
12 Pandangan fuqaha mazahib mengenai persyaratan al-marhun selengkapnya dapat dibaca
dalam  Abdurrahman al-Zajairiy, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah (juz II; Beirut Lebanon: Darul
Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 296
13 Ghufron A. dan Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Cet.I ; Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002), h.175-177
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Adapun syarat utang piutang adalah sebagai berikut:
1. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi akad, maka
harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli
dengan menggunakan lafal qardh, salaf atau yang sepadang dengannya.
Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak
hukum dan berdasarkan iradah (kehendak bebas).
2. Harta benda yang menjadi objeknya harus mal-mutaqawwim.
Mengenai  jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang
terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha
mazhab Hanafiah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda al-
misliyat, yakni harta benda yang banyak padananya, yang lazimnya dihitung
melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyyat
tidak sah dijadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah,
hewan dan lain-lain.
Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah setiap
harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa
harta benda al-Misliyat maupun al-qimiyyat. Pendapat ini didasarkan pada
sunnah Rasulullah saw. Dimana beliau pernah berhutang seekor bakr (unta
berumur 2 tahun).
3. Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar
utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang
menghutangi).
Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya
atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.
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Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu
telah menjadi urf (kebiasaan masyarakat) menurut mazhab Hanafiayah adalah boleh.
Fuqaha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli dan
utang piutang ansih (al-qardh). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli,
penambahan pembayaran yang dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan hal utang
piutang ansih (al-qardh) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan
tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, hukumya adalah
haram. Penambahan yang tidak di persyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di
masyarakat baru boleh diterima.
Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh muqtaridh (pihak yang
berhutang), menutur syafi’iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya,
sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.
C. Manajemen Pengelolaan Koperasi
dalam manajemen koperasi, terdapat tiga unsur utama atau perangkat organisasi
koperasi sebagai berikut:
1. Rapat anggota.
Rapat anggota tahunan adalah suatu perangkat koperasi yang memegang
kekuasaan tertinggi , oleh karena itu segala sesuatu yang dilakukan diputuskan oleh
rapat anggota. Rapat anggota merupakan sarana dan cara berkomunikasi diantara
semua pihak yang berkepentingan di dalam tata kehidupan koperasi.14
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pada
Bab VI tentang perangkat organisasi Bagian kedua, pada pasal 32 dan 33 yang
berbunyi sebagai berikut:15
14 Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.22
15 Lihat Undang-Undang  No. 17 Tahun 2012, h.11
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Pasal 32
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
Pasal 33
Rapat anggota berwenang:
a) Menetapkan kebijakan umum koperasi.
b) Mengubah Anggaran dasar,
c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus.
d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
e) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk
dan atas nama koperasi.
f) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan
pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
g) Menetapkan pembagian selisih Hasil Usaha.
h) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran koperasi.
i) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.
2. Pengawas
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.17 tahun 2012 pada
Bab VI Bagian Ketigat, pasal 48, 50 dan 51 yang berbunyi sebagai berikut:
pasal 38
1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
2. Persyaratan untuk dipilih menjadi pengawas meliputi:
h. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris
atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan
koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam Anggaran
Dasar.
Pasal 50
1. Pengawas bertugas:
a. Mengusulkan calon pengurus
b. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan
koperasi yang dilakukan oleh pengurus;
d. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.
2. Pengawas berwenang:
a. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru seta pemberhentian
anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
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b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus
dan pihak lain yang terkait;
c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi
dari pengurus;
d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
e. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan
alsannya.
Pasal 51
1. Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
untuk kepentingan koperasi.
2. Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada rapat anggota.
3. Pengurus
Pengurus koperasi merupakan orang yang menentukan garis-garis besar
kebijaksanaan yang akan dikerjakan bersama oleh koperasi.16 Sebagaimana yang
terdapat dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pada Bab VI tentang perangkat
organisasi, Bagian keempat, pada pasal 55, 56 dan 58 yang berbunyi sebagai
berikut:17
Pasal 55
1. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.
2. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
b. Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi.
j. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengrus suatu koperasi atau komisaris
atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan
koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit.
k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Persyaratan lain untuk dapat dipliih menjadi pengurus diatur dalam Anggaran
Dasar.
Pasal 56
1. Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul pengawas.
2. Untuk pertama kali pengangkatan pengurus dilakukan dengan mencantumkan
susunan dan nama pengurus dalam akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (2) huruf b.
16 Sumiyati, Peranan Koperasi Kumbang Jaya Dalam Memberdayakan Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam, Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2013), h. 47.
17 Lihat Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, h.16
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3. Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat
kembali.
4. Ketentuan mengenai cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu
kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran
Dasar.
Pasal 58
1. Pengurus bertugas:
a. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar.
b. Mendorong dan memajukan usaha anggota.
c. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan
belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota.
d. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
untuk diajukan kepada rapat anggota.
e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
f. Menyelenggarakan pembinaan karyawan  secara efektif dan efisien.
g. Memelihara daftar buku anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus,
buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota.
h. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfataan, dan kemajuan koperasi
sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
2. Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun diluar pengadilan.
Dari ketiga unsur manajemen koperasi diatas, pengurus merupakan unsur
yang paling memegang peranan. Oleh karena itu pengurus haruslah mereka yang
memiliki kemampuan dan komitmen tinggi dalam memajukan koperasi.
Dapat disimpulkan dari beberapa tugas pengurus yang tercantum diatas
menujukkan bahwa pengelolaan keuangan koperasi sangat terkait dengan keseluruhan
aktivitas yang ada dalam sebuah koperasi. Hal itu sejalan dengan tujuan normative
manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemilik. Dalam hal ini,
manajemen keuangan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para
anggota yang juga merupakan tujuan utama dari pendirian organisasi koperasi.18
18Neti Budiwati, (2009), Manajemen Keuangan dan Permodalan,
http://netibudiwati.blogspot.com/2009/03/manajemen-keuangan-dan-permodalan,html.(akses pada
tanggal 01 oktober 2016)
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu
suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investasi karena peneliti
mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan
orang-orang di tempat penelitian.1 Penelitian kualitatif juga dimaksudkan sebagai
jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic
atau bentuk hitungan lainnya. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari
penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu perhitungan.2
2. Lokasi penelitian dan waktu penelitian
a. Lokasi
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan kegiatan
penelitian untuk memperoleh data dari informan. Penelitian tentang Aktivitas Simpan
Pinjam dalam Koperasi Telaaah Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun
2012 di Koperasi Berkat Jl.Poros Takalar Jeneponto.
b. Waktu penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai pada tanggal 17 Mei sampai
dengan 17 Juni 2017.
1Mc Millan & Schumacer, 2003, Pengertian Penelitian Kualitatif,
http://www.diaryapipah.com/z05/pengertian-penelitian-kualitatif.html
2Strauss & corbin 2003 dalam Pengertian Penelitian Kualitatif,
http://www.diaryapipah.com/z05/pengertian-penelitian-kualitatif.html
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B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola Fikir
yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan
dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan
multi disipliner.3
Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut :
a. Pendekatan Syar’i
Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari’ah
terhusus fikih islam yang terkait dengan masalah simpan pinjam yang dapat dijadikan
sebagai acuan didalam pembahasan.
b. Pendekatan yuridis normatif
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang memandang hukum
sebagai doktrin atau seperangkat aturan normatif (law in book). Pendekatan ini
dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal
ini penulis mengkaji asas-asas hukum.
C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke
dalam penelitian lapangan (Field Research), maka sudah dapat dipastikan bahwa
data-data yang dibutuhkan adalah hasil observasi dan wawancara. Adapun sumber
data yang digunakan adalah sumber data Primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung
kepada peneliti.
3 Muliati Amin, Dakwah Jamaah, Disertasi (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010),  h. 129.
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2. Sumber Sekunder adalah Sumber yang tidak langsung diberikan data kepada
pengumpul data, dengan kata lain bahwa sumber sekunder ini diambil
melalui literatur buku sebagai bahan rujukan dalam menambah materi.4
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penus adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Obeservasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan langsung kepada obyek penelitian untuk melihat dari dekat
kegiatan yang dilakukan.
b. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini dilakukan dengan
maksud untuk memperoleh  data primer, studi lapangan yang dilakukan di koperasi
Berkat, maka penulis melakukan wawancara (interview) kepada kepala cabang
pembantu koperasi berkat dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa
pada waktu lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang
bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi.
E. Instrumen Penelitian
Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (Field Research),
maka alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:
4 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), h.129.
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1. Alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat beberapa hal yang
menyangkut masalah yang akan diteliti.
2. Alat perekam yang akan digunakan untuk merekam beberapa hal yang
menyangkut masalah yang akan diteliti.
3. Kamera yang akan digunakan untuk mengambil gambar sebagai bukti hasil
penelitian.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh kesimpulan. Teknik pengolahan dan analisis data yang
dilakukan adalah:dari hasil observasi dan wawancara lapangan diolah dan dianalisis
kembali untuk memperoleh
a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara beberapa data
yang diperoleh.
b. Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat
khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
c. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat
umum lalu menarik kesimpulan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan untuk
mengetahui kebenaran sebuah penelitian. Adapun yang sering digunakan dalam uji
keabsahan data penelitian kualitatif 5adalah :
1. Uji kredibilitas
uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif
antara lain dilakukan dengan :
5 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012),
h.283
30
a. Perpanjangan pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,
melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui
maupun yang baru. Sehingga hubungan antara peneliti dengan narasumber semakin
terbentuk rapport, semakin akrab dan semakin terbuka, saling mempercayai sehingga
tidak ada informasi yang disembunyikan.
b. Triangulasi
Menurut William Wiersma triangulasi diartikan sebagai pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
c. Analisis kasus negative
Analisis kasus negative artinya peneliti mencari data yang berbeda atau
bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang
berbeda, maka data yang ditemukan sudah terpercaya.
d. Menggunakan bahan reverensi
Bahan reverensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
Contoh: hasil wawancara yang harud dibuktikan dengan adanya sebuah rekaman.
e. Mengadakan membercheck
Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada
pemberi data.
2. Pengujian Transferability
Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.
Maksudnya bahwa dalam penerapan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti
dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci agar orang lain dapat
memahami hasil penelitiannya.
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3. Pengujian Dependability
Uji Dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan
proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit
keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.6
6Andika Sanjaya, Uji Keabsahan Data dalam Penelitian kualitatif,
http://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis
Secara geografis koperasi simpan pinjam berkat terletak di jalan poros Takalar
Jeneponto tepatnya di daerah Kecamatan Mangarombang Kabupaten Takalar.1
Mangarabombang adalah sebuah Kabupaten Di Sulawesi Selatan yang berjarak
sekitar 42 Km dari kota Makassar arah selatan.2
2. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam Berkat
Koperasi Simpan Pinjam Berkat yang berada di Jl. Poros Takalar-Jeneponto
merupakan sebuah Kantor Cabang Pembantu, yang pada dasarnya Koperasi Pusat
Simpan Pinjam Berkat berada di wilayah Bulukumba.
Sebelum membahas yang lebih jauh, maka penulis akan menjelaskan sejarah
koperasi simpan pinjam berkat pada awal berdirinya di wilayah bulukumba. Pada
awalnya keinginan untuk membentuk koperasi simpan pinjam dimulai pada rapat
anggota tanggal 25 februari 1967, yang diberi nama “Berkat” yang letaknya di
perkampungan kumuh kampung Nipa, dalam kota Bulukumba disebuah rumah
panggung kecil kepunyaan almarhum Lambaru yang pekerjaannya waktu itu sebagai
mandor pasar kampung Nipa.
Koperasi tersebut dipelopori oleh saudara H. Arifuddin, seorang pegawai
Negeri yang Jabatannya waktu itu adalah Wakil Kepala Wilayah Kecamatan Ujung
Bulu dalam kota Bulukumba, setelah melihat dan menyadari bahwa citra koperasi
1 Observasi lingkungan pada koperasi simpan pinjam berkat, pada tanggal 24 April 2017
2 http://jarakmu.blogspot.co.id/2017/01/jarak-tempuh-kota-makassar-menuju.html?m=1
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hampir hilang, sebagai akibat banyaknya koperasi konsumsi yang waktu itu bubar
karena mengharapkan jatah dari pemerintah sudah ditiadakan.
Peralihan dari pemerintah Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru,
sebagaimana yang sudah-sudah maka seluruh koperasi yang tadinya mengharapkan
bantuan atau jatah tidak aktif dan lama kelamaan membubarkan diri.
Akibat kefakuman koperasi pada waktu itu, maka timbul rentenir bagaikan
jamur yang tumbuh dimusim hujan, banyak anggota masyarakat yang terlibat
rentenir, utamanya dikalangan pegawai negeri, karena gaji pegawai negeri pada
waktu itu masih sangat rendah, maka sangat dibutuhkan koperasi simpan pinjam
berkat untuk mengantisipasi peranan rentenir.
1. Susunan pengurus yang pertama
Rapat Calon Anggota yang hadir sebanyak 25 orang dan modal pertama Rp.
5.000 (lima ribu rupiah) yang berasal dari perorangan, koperasi simpan pinjam berkat
yang dibentuk dengan susunan pengurus sebagai berikut:
a. Ketua : H. Arifuddin (Almarhum)
b. Wakil ketua : Abd. Majju (Almarhum)
c. Bendahara : Abd. Kasim. L
d. Sekretaris : M. Alimin Ware
e. Pembantu : 1. Lambaru (Almarhum) 2. M. Jamal (Almarhum)
2. Modal peratama
Dengan modal sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ditambah dengan
semangat yang besar bekerja dengan bersungguh-sungguh serta dengan penuh, dapat
mengalami peningkatan kesejahteraan.
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3. Simpanan pokok, wajib dan simpanan lainnya
Simpanan pokok sejak didirikan pertama hanya Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
dan simpanan wajib Rp. 1,- (satu rupiah) perbulan perorangan. Perkembangan dari
tahun ke tahun selalu diadakan penyesuaian yang sampai saat ini, simpanan pokok
sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp. 3.000.000,-
( tiga juta rupiah). Selain dari pada itu untuk memperbesar modal koperasi
diupayakan simpanan mana suka/ berjangka begitu pula simpanan sipatuwo.
4. Badan hukum
Selang hanya 3 (tiga) hari saja, yaitu tanggal 1 maret 1967, terbit pengakuan /
badan hukum No. 03 / BH/ IV/ 1967 yang berusaha dibidang jasa / simpan pinjam
yang satu-satunya di Kabupaten Bulukumba.
Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 1992, tentang
perkoperasian maka koperasi kita menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang
baru, maka diadakan lagi perubahan Anggaran Dasar dengan no.
06/BH/PAD/KWK.20/IV/1996, tanggal 22 April 1996 dan Jo. No. 55 tahun 2006,
Tanggal 15 Maret 2006.
5. Pembentukan PT. Berkat
Sehubung dengan adanya ketentuan melarang bagi koperasi simpan pinjam
berusaha dibidang lain selain usaha simpan pinjam, maka semua unit usaha yang
terlanjur ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang telah
digantikan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 , maka dibentuklah sebuah
PT. (persero) yang diberi nama PT. Berkat, untuk meneruskan unit-unit usaha selain
simpan pinjam yang dimiliki oleh koperasi.
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6. Pembentukan kantor cabang dan cabang pembantu
Dalam perjalanan dari tahun ke tahun, pengurus Koperasi Simpan Pinjam
Berkat selalu memperhatikan pemantapan usaha-usaha dan organisasi dan
Administrasi, maka sampai saat ini telah berhasil dibentuk 28 kantor cabang yang
berkedudukan di Ibu kota Kabupaten dan 40 Kantor Cabang Pembantu yang
berkedudukan di tingkat wilayah Kecamatan dalam 26 Kabupaten / Kotamadya se
Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Program Kerja Dan Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi Simpan Pinjam
Berkat Bulukumba tetap konsisten dalam upaya untuk mencapai tujuan, memenuhi
kebutuhan pinjaman Anggota dan memajukan peningkatan pendapatan Anggota
untuk menuju asyarakat yang adil dan makmur.
Sebagai koperasi yang menghimpun dana masyarakat, Koperasi Simpan
Pinjam Berkat Merupakan Lembaga Keuangan yang dipercaya, harus melayani
semua lapisan masyarakat baik berupa simpanan-simapanan maupun berupa
pinjaman, oleh sebab itu semua usaha tersebut banyak mengandung resiko, maka
KSP Berkat harus berdaya upaya meningkatkan terus yang pengelolaannya dilakukan
secara profesional dan menjaga unsur kehati-hatian, karena KSP Berkat telah
mempunyai cabang dan cabang pembantu sebanyak 71 unit yang tersebar di Provinsi
Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat.
a. Aspek Organisasi dan Manajemen
Keanggotaan koperasi simpan pinjam berkat tetap dikembangkan dan
dilakukan secara selektif, hal tersebut dimaksudkan agar kekompakan anggota tetap
terjamin, sehingga hubungan kerja sama antara cabang dan cabang pembantu serta
pusat tetap harmonis.
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Upaya pemantapan dan penambahan struktur organisasi terutama Cabang dan
Cabang Pembantu semakin ditingkatkan. Peran manajer dan asisten manajer semakin
ditingkatkan dengan memberikan kepercayaan dan pembinaan sepenuhnya dengan
pembagian tugas yaitu pelayanan pinjaman diserahkan kepada manajer, sedangkan
penanganan tunggakan diserahkan kepaga asisten manajer.
Pendidikan dan pelatihan terhadap kepala bidang, Cabang dan Cabang
Pembantu serta karyawan tetap diupayakan dan ditingkatkan baik yang dilaksanakan
melalui instansi, pemerintah maupun yang dilaksnakan oleh koperasi itu sendiri, dan
untuk tahun 2016 telah dilakukan pelatihan sebanyak tujuh angkatan dengan jumlah
peserta 287 orang.
Struktur Organisasi Kelembagaan Koperasi Berkat adalah sebagai berikut:
1. Pengurus koperasi
Ketua : Ir. H. Andi Makkasau,MM
Wakil ketua : Drs. H. Abd. Hamid Sembo
Sekretaris : H. Muh. Syuaib
Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Wahida
Bendahara : H. Muh. Basri.K
2. Badan pengawas
Ketua : H. Muh. Sofyan
Sekretaris : H. Alirman
Anggota : Haeruddin.Kl,SHI
3. Komisaris-komisaris
- Komisaris makassar dan sekitarnya : Ir. Bahtiar Kasang
- Komisaris cabang jeneponto : H. Syamsuddin Radja
- Komisaris cabang palopo : Renaldi, SE,MM
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- Komisaris cabang Mamuju : Ir. Hj. Suarnati
- Penasehat Hukum : M. Nur Badorra,SH
4. Manager/ Asisten Manager
Manager : H. Kamiruddin
Asisten Manager : Muh. Ramli, SE
5. Pembantu manager
- Bidang umum : St. Nurlinda,SS
- Bidang perkreditan : Dra. Sukmawati
- Bidang kredit Program : Andi Nuraziza,SE
- Bidang tabungan Kesejahteraan : Suharniwati,SE
- Bidang simpanan : Baso Makmur
- Bidang koordinator penagihan
a. Kantor pusat : Muh. Ishaq.B
b. Kantor cabang di makassar : Andi Muh. Iqbal, K
Fungsi manager dan asisten manager telah diberikan tugas sepenuhnya.
Dimana manager bertugas memberikan bimbingan dan petunjukkepada para kepala
bidang dan seluruh kepala cabang dan kepala cabang pembantu, sedangkan asisten
manager disamping membantu manager juga melaksanakan tugas mengantisipasi
tunggakan-tunggakan baik kantor pusat, cabang dan cabang pembantu.
Adapun salah satu Kantor Cabang Pembantu yang teletak di wilayah
Kecamatan Mangarabombang tepatnya di Jl. Poros Takalar-Jeneponto yang
merupakan tempat dimana penulis mengadakan penelitian guna untuk menyelesaikan
skripsinya.
Struktur organisasi kelembagaan koperasi berkat Jl. Poros takalar-Jeneponto
sebagai berikut:
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1. Kepala Cabang Pembantu Mangarabombang : Yahya Ma’gu
2. Penagih Cabang Pembantu Mangarabombang : Sappewali
3. Kasir Cabang Pembantu Mangarabombang : Maryuni
4. Pembukuan Cabang Pembantu Mangarabombang : Hasina
B. Pandangan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012
Terhadap Simpan Pinjam Dalam Koperasi
Didalam Fikih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal
dengan istilah Al-qardh. Makna al-qardh secara etimologis adalah al-qath’u yang
berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut al-
qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberi hutang.
secara terminologis (istilah syar’i), makna al-qardh adalah menyerahkan harta
(uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya
dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya. Atau
dengan kata lain, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik
pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai
perjanjian dengan jumlah yang sama.
Sedangkan menurut ahli fikih hutang atau pinjaman adalah transaksi antara
dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk
dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau
seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian
dikembalikan lagi sesuai dengan yang dihutangkannya.3
3 Achmad Kamal Badri, hutang piutang,ar-rahn, hiwalah dan kafalah, http://uin-
jkt.blogspot.co.id/2010/12/googlef80e854ba6498f40html.html?m=1
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1. Hukum hutang piutang
Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan
toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi
memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan
kepada orang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga yang
membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum
menberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang
dilarang dalam islam.
Memberi hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan
adalah hal yang dianjurkan, karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong dan
akan diberikan pahala yang besar  oleh allah swt. Dalil dari Al-Qur’an adalah firman
Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah: 2/245
                  
       4
Terjemahnya:
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan.
Sumber ajaran islam (al-qur’an dan al-hadis) sangat menganjurkan prinsip
hidup gotong royong yang seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah. Tetapi
Bahkan al-Qur’an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.39
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yang membutuhkan dengan istilah” menghutangkan kepada Allah dengan hutang
baik”. Hal ini terdapat dalam Q.S Al-Hadiid : 57/11
                  5
Terjemahnya:
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka
Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan
memperoleh pahala yang banyak.
Keterangan hadis Rasulullah saw. Mengenai hutang-piutang. “Dari sahabat
Ibn mas’ud r.a, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda:
 ْﻦَﻋ ِﻦْﺑا ٍدُﻮﻌْﺴَﻣ ﱠَنأ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُ ﱠ ِﮫَْﯿﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلﺎَﻗﺎَﻣ ْﻦِﻣ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ُضِﺮُْﻘﯾﺎًﻤِﻠْﺴُﻣﺎًﺿْﺮَﻗ
 ِﻦَْﯿﺗ ﱠﺮَﻣ ﱠﻻِإ َنﺎَﻛﺎَﮭِﺘََﻗﺪَﺼَﻛ ًة ﱠﺮَﻣ6
Artinya:
Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya
sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya
satu kali. Hasan. Al Irwa' (1389), At-Ta'liq Ar-Raghib (2/34), Ahadits Al Buyu'.
2. Keutaman memberikan hutangan.
Syariat Islam menjanjikan serangkaian keutamaan bagi mereka yang
memberikan pinjaman kepda saudaranya dengan  niatan yang tulus penuh keikhlasan.
Seseorang yang mau membantu saudaranya saat ditimpa kesulitan, maka Allah swt.
Akan membantunya di akhirat nanti. Dari Ibnu Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw.
Bersabda:
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.538
6 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Kampung Sunnah, dalam Hadis Shahih Sunan
Ibnu Majah, [CD ROOM], 2008, hadis no. 1987-2460.
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 َﻻَو ُﮫُﻤِﻠْﻈَﯾ َﻻ ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ﻮَُﺧأ ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ْﻦَﻋ
 َﻓ ْﻦَﻣَو ِﮫِﺘَﺟﺎَﺣ ﻲِﻓ ُ ﱠ  َنﺎَﻛ ِﮫﯿَِﺧأ ِﺔَﺟﺎَﺣ ﻲِﻓ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣ ُﮫُﻤِﻠُْﺴﯾ ُ ﱠ  َج ﱠﺮَﻓ ًﺔَﺑْﺮُﻛ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ْﻦَﻋ َج ﱠﺮ
 ِﺔَﻣﺎَﯿِﻘْﻟا َمَْﻮﯾ ُ ﱠ  ُهََﺮﺘَﺳ ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ ََﺮﺘَﺳ ْﻦَﻣَو ِﺔَﻣﺎَﯿِﻘْﻟا ِمْﻮَﯾ ِبَﺮُﻛ ْﻦِﻣ ًﺔَﺑْﺮُﻛ ﺎَِﮭﺑ ُﮫْﻨَﻋ7
Artinya:
Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh
berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim, Barang siapa yang
membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.
Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah
akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa
menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari
kiamat kelak.
3. Anjurang menghindari hutang.
Meskipun aktivitas hutang piutang bukanlah hal yang tercela dalam islam,
namun sejak awal syariat kita menganjurkan kepada kita untuk menahan diri dari agar
tidak berhutang, kecuali jika memang benar-benar terpaksa. Karena tanpa kita sadari,
seseorang yang berhutang akan tersiksa dengan hutangnya secara tidak langsung. Hal
yang tidak boleh dilakukan akad al-Qardh, Menurut ulama Hanafiyah, setiap hutang
yang menarik manfaat adalah haram jika di isyaratkan. Namun jika manfaat itu tidak
diisyaratkan dan tidak diketahui, maka hal tersebut tidak dilarang.
Menurut ulama Malikiyah, haram mengambil manfaat muqtaridh, karena hal
tersebut adalah riba. Seperti menunggang kuda dirumahnya dan makan kuda di
rumahnya atas sebab dia muqtaridh memiliki hutang. Jika pengambilan manfaat itu
bukan disebabkan oleh hutang, seperti penghormatan maka tidak dilarang.
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanablah, (dicontohkan) jika A memberi
hutang kepada B dengan syarat B menjual rumahnya kepada A, atau dengan syarat B
mengembalikan pinjaman dengan jumlah lebih banyak, maka hal itu dilarang.
7 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Kampung Sunnah, dalam Hadis Mukhtashar
Shahih Muslim, [CD ROOM], 2009, hadis no. 1839.
42
Jadi dapat di simpulkan bahwa segala hutang yang dengan sengaja mengambil
manfaat pada awal peminjaman, maka dalam islam itu sangat dilarang.
C. Sistem pinjaman di Koperasi Berkat menurut Fiqh Muamalah dan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012
Kontrak adalah suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara
terulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang
berkepentingan. pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian
perikatan adalah berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.
Sebagaimana yang telah di jelaskan mengenai hukum kontrak diatas, hal itu juga
yang di jadikan pedoman dalam koperasi Berkat. Adapun dalam hal peminjaman di
koperasi Berkat, harus dilakukan diatas sebuah perjanjian. Sesuai dalam pasal 93
pada ayat (1) yang berbunyi” koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip
kehati-hatian”. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan
salah satu pihak. Adapun persyaratan yang diajukan oleh koperasi Berkat terkait
untuk melakukan transaksi pinjaman yaitu sebagai berikut:
1. surat.
2. perjanjian kredit koperasi sinpan pinjam berkat
Adapun syarat peminjaman yang diajukan oleh koperasi simpan pinjam Berkat
sebagai berikut:
Pasal 1
1) Pihak kedua (koperasi) memberikan pinjaman kepada pihak pertama sebesar
Rp...........
2) Pihak pertama diwajibkan membayar biaya-biaya kepada pihak kedua (koperasi):
a. Biaya administrasi 1,5% (satu koma lima) dari jumlah pinjaman.
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b. Asuransi 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman.
c. Potongan simpanan-simpanan.
Pasal 2
1) Kepada pihak pertama untuk pinjaman kredit pada pasal 1 ayat (1) perjanjian ini
dikenakan jasa 1,65% (satu koma enam lima persen) perbulan atau 19,8%
(sembilan belas koma delapan persen) pertahun dengan sistem bunga menurun.
2) Selain pembayaran jasa sebagai ayat (1) pasal ini, pihak pertama dikenakan pula
pembayaran angsuran pokok pinjaman ditambah dengan kewajiban lain.
3) Jumlah pinjaman yang dimaksud pada pasal 1 perjanjian ini dari jangka waktu.....
(.........) atau ........X angsuran dengan demikian maka jumlah yang harus dibayar
oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagai daftar yang terlampir
4) Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan jasa sebagaimana ayat (3) pasal ini
dilakukan mulai tanggal......s/d.......
Pasal 3
Apabila tertunggak pembayaran pada pasal 2 ayat (3) perjanjian ini dikenakan denda
2% dari pokok ditambah jasa yang tertunggak.
Pasal 4
1) Untuk menjamin kepatuhan pembayaran pinjaman pihak pertama kepada pihak
kedua (koperasi) maka pihak pertama menyerahkan barang jaminan berupa:
a. ..............................  No: tgl: an:.................
b. ..............................  No: tgl: an:.................
2) Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menjual hak milik
pihak.
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Pasal 5
a. Apabila pihak pertama telah melanggar perjanjian, maka pihak kedua dapat
memperingati dalam bentuk surat somasi, surat pernyataan, untuk memenuhi
kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dalam perjanjian ini.
b. Apabila pihak pertama tidak sanggup menyelesaikan pinjamannya dan telah
menunggak sebanyak 5 (lima) kali angsuran, maka pihak kedua (koperasi) akan
melakukan tindakan sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat (2) perjanjian ini.
Mengenai surat perjanjian tersebut, nasabah sebagai pihak pertama tidak
merasa teraniaya atau terbebani dengan adanya perjanjian tersebut serta
mengetahui konsekuensi, karena dari awal nasabah sudah mengetahui isi perjajian
dan sepakat untuk menandatangani kontrak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
salah satu nasabah dari koperasi Berkat yaitu Sitti dg Saira, yang merasa bahwa
dirinya telah dibantu dengan hadirnya koperasi Berkat di daerah tersebut, karena
pada saat dirinya berada pada situasi sangat mendesak, koperasi hadir memberikan
pinjaman dengan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan Bank.
Dalam Fikih muamalah, kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan
tentang akad. Pengertian akad secara etimologi adalah ikatan antara dua perkara, baik
ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua
segi. Sedangkan secara terminologi ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi,
yaitu secara umum dan secara khusus.
1. Pengertian umum.
Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampis sama dengan
pengertian akad dari segi bahasa. Menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan
Hanabaliyah, yaitu” segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan
keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang
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pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan
gadai.
2. Pengertian khusus
Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu “
perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang
berdampak pada objeknya.Adapun yang dimaksud dengan ijab dan qabul menurut
ulama Hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan
keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang
menerima, sedangkan Qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang
mengucapkanijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan yang pertama.
Berbeda dengan pendapat diatas, selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa
ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik
dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan Qabul adalah pernyataan dari
orang yang menerima barang.
Adapun yang menjadi landasan makna kata akad sebagaimana dalam Al-
Qur’an surah Al-Imran/ 3: 76
                 8
Terjemahnya:
(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan
bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
Jadi dapat dikatakan bahwa akad merupakan salah satu perbuatan atau
tindakan hukum. Maksudnya bahwa akad (perikatan) tersebut menimbulkan
konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung
maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda
dalam fikih muamalah dinamakan al-tasharruf, yaitu segala perbuatan yang
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya,h. 59
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bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat
hukum (hak dan kewajiban).9
Tindakan hukum (tasharruf) dibedakan menjadi 2. (1) tasharruf yang berupa
perbuatan, dan (2) tasharruf yang berupa perkataan. Namun tdak semua perkataan
manusia besifat akad. Perkataan seseorang tergolong sebagai akad apabila dua atau
beberapa pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri. Kehendak atau perbuatan
seseorang untuk melepaskan harta miliknya, seperti dalam wakaf, hibah, dan thalaq
sesungguhnya tidak tergolong sebagai akad.
Rukun akad dan syarat-syaratnya
Terdapat perbedaan pandangan dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun
akad. Menurut fuqaha’ jumhur rukun akad terdiri atas:
1. Al-Aqidain, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
2. Mahallul ‘aqad, yakni obyek akad yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
3. Sighat al-‘aqd, yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan
melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul.
Terdapat tiga unsur yang pertama (1,2 dan 3) dari Muqawwimat al-aqd
berlaku syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap akad adalah sebagai
berikut:
1. Pihak pihak yang melakukan akad (al-aqidain) harus memenuhi persyaratan
kecakapan bertindak hukum (mukallaf).10
9 Pengertian Yang Disampaikan Oleh Musthafa Al-Zarqa’, Al-Madkhal Al-Fiqh al-‘amm
(Jilid I; Bairut: Darul Fikri, 1998), h.288
10 Apabila obyek yang hendak diakadkan adalah milik orang yang tidak cakap bertindak
hukum, seperti orang gila, syafih (cacat mental), anak kecil yang belum Mumayyiz, maka akadnya
harus dilakukan oleh wali.
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2. Obyek akad  (mahalull aqd) dapat menerima hukum akad, artinya setiap akad
berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya,
apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.11
3. Tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd) diizinkan  oleh syarat atau tidak bertentangan
dengannya.
4. Akad sendiri harus mengandung manfaat.
Untuk terwujudnya keberhasilan sebuah koperasi, perlu dilihat bagaimana
peran koperasi dalam mensejahterahkan anggotanya. Selain itu  anggota juga
berperan aktif dalam menjalankan sistem koperasi terutama dalam hal permodalan
koperasi itu sendiri.
Sebagaimana yang diuraikan dalam UU koperasi, bahwa sumber modal
koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu berupa simpanan-simpanan baik pokok,
wajib maupun sukarela dan cadangan-cadangan yang dikumpulkan dari Sisa Hasil
Usaha (SHU) yang merupakan kekayaan koperasi.
a) Simpana pokok
Simapanan pokok sebagai modal pertama koperasi adalah simpanan yang
besarnya sama diwajibkan kepada para calon anggota saaat hendak masuk menjadi
anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil lagi selama anggota yang
bersangkutan masih aktif menjadi anggota koperasi.
b) Simpanan wajib
Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk
menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik
11 Syarat umum mengenai obyek harta adalah (i)bentuk harta (ii) dimiliki oleh seseorang (iii)
bernilai harta dalam pandangan syara’. Jumhur ulama menambahkan persyaratan umum, harus suci.
Mengenai syarat-syarat khusus yang berlaku pada setiap akad akan disampaikan pada bab akad
masing-masing.
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kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi. Oleh anggaran dasar, ART
dan keputusan-keputusan RA dengan mengutamakan kepentingan koperasi.
c) Simpanan sukarela
Pada dasarnya simpanan sukarela dapat diterima dari nonanggota. Simpanan
itu merupakan suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan pada koperasi
mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas kehendak sendiri.
d) Pembentukan dana cadangan
Dana cadangan adalah dana yang terkumpul dari penyisihan sebagian selisih hasil
usaha yang nantinya hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian koperasi.
e) Laba dari setiap anggota12
Dalam upaya memenuhi kebutuhan dana baik Anggota maupun Calon
Anggota senantiasa dilakukan yaitu:
1. Ditingkatkan kerja sama semua Mitra Penyandang Dana baik Badang Usaha
Milik Negara Maupun Perbankan untuk Penambahan Modal Kerja.
2. Berupaya meningkatkan pemasukan simpanan-simpanan baik Simpanan
Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan lainnya.
12 Edilius dan Sudarsono, Koperasi Dalam Teori dan Praktek (Cet.I; Jakarta: PT Bineka
Cipta, 2005), h.112
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Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:
TABEL 1.1
NERACA
AKTIVA Rupiah PASIVA Rupiah
HARTA
Aktiva Lancar
kas
kas
Bank-bank
Giro BNI
Pinjaman yang
diberikan
piutan anggota
ksp
piutang anggota
mpdc
JUMLAH HARTA
82,108,426.00
5,781,616.00
3,941,037,800.00
63,500,000.00
KEWAJIBAN
Kewajiban jangka
pendek
Simpanan koperasi
-Dana calon anggota
-Simpanan sukarela
-Simpanan khusus
-Simpanan sipatuwo
Bantuan Unit
Bantuan Unit Trans
Kantor
JUMLAH
KEWAJIBAN
MODAL
-Simpanan Pokok
-Simpanan Wajib
-Cadangan
JUMLAH MODAL
Laba Tahun Berjalan
3,810,000.00
160,816,404.00
11,450,000.00
238, 119,200.00
2,974,921,490.00
4,092,427,842.00 3,389,117,094.00
129,250,000.00
392,378,500.00
12,269,050.00
533,897,550.00
169,413,198.00
TOTAL AKTIVA 4,092,427,842.00 TOTAL PASIVA 4,092,427,842.00
Dari tabel 1.1 diatas, dapat kita lihat bagaimana sebuah koperasi memperoleh
modal agar bisa memberikan pinjaman kepada anggota untuk menunjang
kehidupannya. Selain itu, sebagai bentuk keberhasilan koperasi yang diperoleh maka
akan diakumulasikan pendapatan yang dilakukan dalam satu tahun buku,sebagaimana
yang tercantum dalam tabel 1.2 dibawah ini.
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TABEL 1.2
PENDAPATAN
PENDAPATAN POSISI SALDO
Periode 2 jan-31 mei 2017
POSISI SALDO
AKUMULASI
PENDAPATAN
Pendapatan Operasional
Pend. Jasa Pinj. Yg Diberikan
Pend. Jasa Pinj. Anggota SP
Pendapatan Adm/ Pro visi
Pend. Adm. Anggota SP
Pendapatan lain-lain
Pend. Harga Kartu
401,364,598.00
24,442,500.00
460,000.00
401,364,598.00
24,442,500.00
460,000.00
TOTAL PENDAPATAN 426,267,098.00 426,267,098.00
Total pendapatan yang didapat koperasi dalam satu tahun buku tersebut seperti
pada tabel 1.2 di atas, merupakan hasil dari bunga pinjaman yang diberikan kepada
nasabah pada saat peminjaman. Namun, alasan koperasi berkat memberikan biaya
pinjaman pada saat peminjaman tidak semata-mata untuk di nikmati sendiri hasilnya,
melainkan adanya pengeluaran biaya yang di perhitungkan seperti pada tabel 1.3
yang harus di keluarkan, karena koperasi merupakan sebuah usaha bersama, dan
bukan usaha dari pemerintah. jadi  keberhasilan serta kerugiannya juga harus di
tanggung bersama.
TABEL 1.3
REKAPITULASI PERKIRAAN
BIAYA POSISI SALDO
Periode 2 jan-31 mei 2017
POSISI SALDO
AKUMULASI
BIAYA
Beban operasional
Biaya jasa simp. Yg diterima
By. Jasa Sipatuwo
Biaya Pegawai
By. Pakaian Dinas Karyawan
By. Mutasi Karyawan
By. Penagihan
By. Tamu
1,315,500.00
1,000,000.00
500,000.00
630,000.00
3,857,000.00
1,315,500.00
1,000,000.00
500,000.00
630,000.00
3,857,000.00
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By. Operasional ke Cabang
Biaya rapat
By. Rat
By. Rapat Koordinasi
Biaya Aktivitas Kantor
By. Alat Tulis
By. Komunikasi
By. Air
By. Listrik
By. Kontrak Rumah/ Kantor
By. Perbaikan Kendaraan
By. Perbaikan Kantor
By. Perbaikan Inventaris
By. Bahan Bakar
By. Konsumsi
By. Uang Transport
Biaya Rupa-Rupa
By. Paket Lebaran
By. Insentif
By. Lain-Lain
129,235,000.00
2,383,000.00
1,750,000.00
1,467,000.00
2,690,000.00
327,500.00
910,000.00
40,000,000.00
780,000.00
1,890,000.00
355,000.00
1,890,000.00
1,477,600.00
900.000.00
38,595,000.00
22,349,100.00
2,456,000.00
129,235,000.00
2,383,000.00
1,750,000.00
1,467,000.00
2,690,000.00
327,500.00
910,000.00
40,000,000.00
780,000.00
1,890,000.00
355,000.00
1,890,000.00
1,477,600.00
900.000.00
38,595,000.00
22,349,100.00
2,456,000.00
TOTAL BIAYA 256,853,900.00 256,853,900.00
D. Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Berkat Menurut Fikih Muamalah Dan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012.
1. Pengertian Sisa Hasil Usaha
Selisi hasil usaha adalah surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha yang
diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan
kewajiban lainnya atas berbagai beban usaha sebagaimana yang terdapat dalam
Undag-Undang No. 17 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat (12).
Penyertaan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 27) menyebutkan bahwa
perhitungan hasil usaha (SHU) adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan
informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian
selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut
sisa hasil usaha. Sisa hasil yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan
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laba atau rugi kotor dengan nonanggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan
mengingat manfaat dari us aha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil
usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat pada anggota. Usaha koperasi
yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya
berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan
dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus mempunyai
kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah
dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya
dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang wajar.13
Sebagai suatu badan usaha koperasi didalam menjalankan kegiatan usahanya
tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang
cukup banyak maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk
cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal
koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup
usaha koperasi juga semakin besar. Sisa hasil usaha mungkin tidak dapat dibagi
habis, karena pembagian SHU dalam koperasi terbatas sesuai dengan tingkat bunga
bank pemerintah atau mungkin terjadi, rapat anggota memutuskan sisa hasil usaha
tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masing
anggota. Sisa hasil usaha yang tidak dibagi ini digunakan untuk pemupukan modal.
Perolehan sisa hasil usaha akan terlihat pada data laporan keuangan dalam
laporan tahunan koperasi pada tutup buku akhir tahun. Sisa hasil usaha
memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh koperasi selama periode tertentu dalam
satu tahun buku. Sebuah koperasi dikatakan baik atau berkembang bukan hanya di
13 Jbptunikompp-gdl-Wulanismay-29940-7-.unicom_w-i. pdf, h.19-20
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lihat dari perolehan sisa hasil usaha (SHU) saja, tetapi juga dilihat dari rencana kerja
pelaksanaan yang telah ditentukan dalam rapat anggota tahunan apakah rencana kerja
tersebut bila dilaksanakan secara keseluruhan.
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha
Pada dasarnya shu yang diperoleh  koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai
dengan aturan yang telah ditetapka  pada anggaran dasar/ anggaran rumah tangga
koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip
dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.14
Mengenai sistem bagi hasil pada koperasi Berkat di Jl. Poros Takalar-Jeneponto
yang merupakan Cabang Pembantu Koperasi Berkat. Sebagaimana yang di
kemukakan oleh Ibu Maryuni yang menjabatannya sebagai kasir cabang pembantu
Mangarabombang, yang saat ditemui dan dilakukan wawancara langsung,
mengatakan bahwa kami sebagai pengurus cabang pembantu koperasi Berkat tidak
memiliki wewenang secara langsun untuk membagi sisa hasil usaha. Mengenai
sistem bagi hasilnya  sudah ditetapkan oleh manajer koperasi berkat di kantor pusat
koperasi simpan pinjam Berkat di daerah Bulukumba Jl. Durian No. 3.
Mengenai jumlah sisa hasil usaha yang diterima tiap-tiap anggota pada cabang
pembantu koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-Jeneponto tersebut telah di tetapkan dan
dibagi oleh Manager Kepala Pusat Koperasi Berkat di Bulukumba. Namun mengenai
jumlah sisa hasil usaha yang di terima tiap anggota telah di perhitungkan berdasarkan
jumlah simpanan dan jumlah jasa yang telah di lakukan oleh Anggota koperasi
berkat.
14 Jbptunikompp-gdl-Wulanismay-29940-7-.unicom_w-i. pdf, h.23
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Sistem bagi hasil sisa hasil usaha yang dilakukan oleh Manager Kepala Pusat
Koperasi Berkat di Bulukumba telah diperhitungkan dengan sebaik mungkin dan
dilakukan dengan sangat transparan sesuai dengan prinsip koperasi berkat yaitu
bekerja sama dengan cara yang transparan agar terhindar dari hal yang tidak di
inginkan dan agar terciptanya keadilan bagi setiap anggota. Selanjutnya akan
dijelaskan pada tabel berikut ini.
TABEL 1.4
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU)
No
Urut
Nama
Anggota
Jumlah
Simpanan
Jumlah
Jasa
SHU
Simpanan
SHU
Jasa
Total
SHU
1 Sirajuddin 1,313,953 0 28,005 28,005
2 Makkuasa M 4,245,500 0 90,487 90,487
3 Djamaluddin 1,447,373 0 30,849 30,849
4 Habsy A MA 6,691,972 4,442,000 142,630 87,927 230,557
5 Hj. Nursiah G 2,392,875 0 51,001 51,001
6 Hamzah Naja 4,412,580 3,448,000 94,048 68,251 162,300
7 Abdullah 750,423 0 15,994 15,994
8 Mamma 4,158,026 1,444,500 88,623 28,593 117,216
9 Mantang Dg
Dinging
604,142 0 12,876 12,876
10 Nurintang Tamrin 6,760,602 8,581,806 144,093 169,872 313,965
11 Halijah 4,230,000 1,587,117 90,157 31,416 121,573
12 Hj. Palamuri 3,660,500 2,398,500 78,019 47,477 125,496
13 H. Muh. Kasim 5,190,500 4,523,000 110,629 89,530 200,159
14 H. Manjalani 1,238,661 0 26,399 26,399
15 Drs. H. Mustari
Saung
9,000,000 3,737,500 191,823 73,982 265,805
16 Hj. Herlina 1,576,540 0 33,602 33,602
17 Pampang 4,346,000 1,777,000 92,629 35,175 127,804
18 Marawiah 3,983,100 5,500,000 84,894 108,870 193,764
19 Jamaluddin Bella 4,638,077 0 98,854 98,854
20 Rosmawati 4,182,194 0 89,138 89,138
21 Dg. Malu 1,085,745 0 23,141 23,141
22 Djuma 4,463,960 5,500,000 95,143 108,870 204,013
23 Billong 4,189,949 7,000,000 89,303 138,561 227,864
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24 Abd. Jalil Baso 948,302 0 20,212 20,212
25 Sehe Dg. Tola 4,842,000 5,500,000 103,201 108,870 212,070
Dari tabel 1.4 diatas menegaskan apa yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya dan dapat kita lihat bahwa, besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang didapat
dari masing-masing anggota tidak sama dan tidak hanya bergantung dari besarnya
simpanan anggota, melainkan dilihat pula dari jumlah jasa yg dilakukan.
Konsp riba dan dasar keharamnya.
Secara bahasa riba  berarti al-ziyadah (tumbuh subur, tambahan). Seluruh
fuqaha sepakat bahwasahnya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang
sangat jelas dalam al-Qur’an dan hadis.15
Larangan tentang riba di dalam al-Qur’an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat
275,276,278 dan 279.
                  
                            
                       
     16
Terjemahnya:
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
15 Ghufron A. dan Mas’adi, Fikih Muamalah Kontekstual (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002), h.152-153
16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.47
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riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya.
Surat al-Baqarah ayat 275 diatas mengecam keras pemungutan riba dan mereka
diserupakan dengan orang yang kesurupan setan. Selanjutnya ayat ini membahtah
kesamaan antara riba dan jual beli dengan menegaskan bahwa Allah swt.
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan tentang riba juga
dipertegas kembali pada ayat 278 dan 279.
Selain itu, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba
diakhiri dengan ayat 280 yang berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada
orang yang sedang berada dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo
pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.
Pernyataan al-Qur’an tentang keharaman riba juga terdapat didalam surat al-Imran
3/130 sebagai berikut:
                      
  17
Terjemahnya
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.
Berdasarkan uraian singkat tentang pernyataan al-Qur’an yang menyangkut
tentang riba , namun yang dimaksud disini adalah setiap penambahan yang diambil
tanpa adanya suatu transaksi penggangti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh
17 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.66
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syariah. Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimksud yaitu transaksi bisnis
atau komersial yang melegitimasi terhadap penambahan tersebut secara adil, seperti
transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Secara garis besar, riba
dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok
pertama terbagi lagi menjadi riba al-Qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan
tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh) dan riba al-Jahiliyah
yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar
hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan riba jual beli, juga terbagi
menjadi dua yaitu riba fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar
atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukarkan itu termasuk
barang jenis ribawi. Dan riba Nasi’ah yaitu penangguhan penyerahan atau
penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis baran ribawi
lainnya.18
18 http://huki1.blogspot.co.id/2017/01/hukum-islam-bank-dalam-pandangan-ulama.html?m=1
(diakses pada tanggal 25 april 2017)
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpuan
Berdasarkan hasil penelitian seluruh uraian diatas yang menyangkut aktivitas
simpan pinjam di koperasi telaah fikih muamalah dan Undang-Undang No.17 Tahun
2012 (Studi di koperasi Berkat Jl. Poros Takalar-Jeneponto) dapat disimpulkan
bahwa:
1. Didalam Fikih muamalah, hutang piutang atau pinjam meminjam telah
dikenal dengan istilah Al-qardh. Makna al-qardh secara etimologis adalah al-qath’u
yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut
al-qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberi hutang. Simpan
pinjam atau Hutang piutang  adalah suatu aktivitas yang tidak dilarang dalam islam,
atau dengan kata lain bahwa islam memperbolehkan untuk melakukan hutang piutang
tersebut, dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut tidak dilakukan untuk hal-hal
yang dilarang oleh Allah swt.
Sedangkan menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012, aktifitas simpan
pinjam yang dilakukan oleh sebuah koperasi merupakan sebuah perbuatan yang
bijaksana, karena di satu pihak bersedia meminjamkan hartanya dan di lain pihak ada
yang membutuhkan pinjaman harta tersebut. Sesuai dengan prinsipnya bahwa
koperasi didirikan berdasarkan atas asas tolong-menolong dan dengan tujuan untuk
mensejahterahkan para anggota koperasi
2. Dalam sebuah koperasi, pada sistem pinjaman yang dilakukan akan
menggunakan sistem kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian atau perikatan yang
sengaja dibuat secara terulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para
pihak yang berkepentingan. pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
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pengertian perikatan adalah berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Hal ini dilakukan
untuk menghindari agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak.
Sistem pinjaman yang dilakukan di koperasi Berkat, pada saat melakukan pinjaman,
pihak koperasi mengajukan beberapa syarat dan salah satunya adalah dengan
memberikan bunga atas pinjaman dan penarikan uang administrasi. Dan dari uang
administrasi tersebutlah yang disebut dengan sisa hasil usaha yang dibagikan tiap
tahun kepada anggota koperasi itu sendiri.
Sedangkan menurut fikih muamalah Simpan pinjam atau pinjam meminjam
merupakan suatu aktivitas yang tidak dilarang, Namun pada saat peminjaman tidak
diwajibkan untuk adanya penambahan pada awal peminjaman. Tetapi hal ini berbeda
dengan peminjaman yang ada di koperasi Berkat, dimana pada saat peminjaman
benar memang diisyaratkan adanya bunga atau penambahan pada awal peminjaman,
tetapi dari hasil bunga tersebut akan dibagi kembali kepada para anggota dalam
bentuk sisa hasil usaha (dalam sistem koperasi), hal ini disamakan dengan syirkah
mufadhah dalam islam.
3. pembagian sisa hasil usaha di koperasi Berkat. Adapun pembagian sisa hasil
usaha yang dimaksudkan dalam koperasi, menurut hukum Islam, jika akad yang
terjadi diantara kedua bela pihak dan kedua belah pihak tersebut tidak ada yang
merasa dirugikan atau terbebani dengan adanya akad tersebut, maka akad tersebut
adalah boleh dilakukan.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang
perkoperasian pada pasal 1 ayat (12) selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha
atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi yang
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban
usaha. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (12) yang tersebut diatas dapat disimpulkan
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bahwa pengambilan uang adaministrasi pada saat peminjaman adalah sah atau dengan
kata lain bahwa hal tersebut adalah halal dilakukan dalam perkoperasian.
B. Implikasi penelitian
1. Koperasi seharusnya lebih berperan aktif dalam segala aktivitasnya terlebih
dalam mewujudkan tujuan koperasi itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan
kehidupan anggotanya.
2. Hendaknya koperasi Berkat melakukan pembentukan unit usaha lainnya, jadi
tidak hanya berfokus pada satu aktivitas saja yaitu simpan pinjam, agar
koperasi bisa meminimalisir bunga yang diberikan supaya lebih bagus dan
semakin berkembang.
3. Baiknya Seluruh  badan koperasi tidak hanya berfokus pada koperasi Berkat,
namun secara keseluruhan hendaknya dalam segala sistem kerjanya turut
menyertakan hukum Islam didalanya agar kita terhindar dari riba yang
diharamkan oleh Islam.
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